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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEEALONGAN

Nomor : 422 /)66 1

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
MUHAMMADIYAH TAHFIZHUL QUR'AN WONOKERTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca 1.

Menimbang :oAa.

Mengingat : L

Permohonan ijin pendirian/ penyelenggaraan sekolah
swasta yang diajukan oleh Kepala Sekolah Dasar
Muhammadiyah Tahfizhul Qur'an Wonokerto Kabupaten
Pekalongan dalam surat nomor : 29/C/SDMTQ/10/2016

tanggal 20 Oktober 2016
Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Dasar

Tahun 2017

bahwa dalam rangka upaya perluasan akses pendidikan
dasar, dapat dilakukan pendirian/penyelenggaraan
Sekolah Dasar oleh masyarakat;

bahwa dalam rangka memberkan kepastian hukum dan
pembinaan atas keberadaan satuan pendidikan dasar
vang diselenggarakan oleh masvarakat diperlukan izin
pendirian/ penyelenggaraan oleh Pemerintah Daerah,

bahwa sehubungan dengan huruf a dan b periu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dun
Kebudayaan Kabupaten Pekalongan lentang Pemberian
[zin pendirian/ penvelengguraan Sekolah Dasar
Muhammadiyah Tahfizhul Qur'an Wonokerto,

Undu_ngd.indung Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan  Nasional (Lembaran Negara Renuhhik

L i PALEREL
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negura Republik Indonesia Nomor 430 L),

L.lnliun_g - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Duaerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambuhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) selugaumana
teluh diabah dengan Undang Undang nomaor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Penguanti
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Duerah Menjudi Undang-Undang (Lembaran
Negura Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24,
;ggg;uhan Lemburan Negura Republik Indonesia Nomor



3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

10.

Standar Noaswnal Pendidikan (Lembaran Negoara Repubihik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lenbeoan
Negara Republik Indonesia Nomor 4495 sehbagairmana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Momor 13 Tahun 2015 tentang Perubabhan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun

2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaivah (SD/MI), Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawivah (SMP/MTs),
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Alivah (SMA/MA) ,
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikanoleh
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendinan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 20153
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
PekalonganNomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggiraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Eabupalen Pekalongan Nomor 46);

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkat
Dacrah  Kabupaten  Pekalongan  (Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lemburan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56

Peraturan Bupau Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016
tentang  Kedudukan, Susunan Orgamisast, Tuges  dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dacrah (Berita Dacrah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 45),

heputusan Kepala Dinas Pendidikan  dan  kebudavaan
Kabupaten  Pekalongan  Nomor 800 0602 tentang
Pembentukan Tun Verifikasi Pendinan  Sekolah  Dasar
Tahun 2017



Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberikan 1zin pendirian/penyelenggaraan Sekalah Dasar
vang diselenggarakan vleh masyarakal kepada

Badan Penyelenggara @ Majelis Pendidikan Dasar

dan Menengah Pimpinan Cabang
Muhammadiyah

Alamat . JI. Yos Sudarso, Kompleks Mased

Al-Falah Wonokerto  Kulon,
Kecamatan Wonokertu, Kabupaten
Pekalongan

Nama Sekolah : Sekolah Dasar Muhammadiyah

Tahfizhul Qur'an Wonokerto

Terhitung mulai : Tahun Pelajaran 2017/2018

Dengan ketentuan:

1.

Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum
yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah,;

. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1

(satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat
mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan
persyaratan yang telah ditentukan.

. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut ridak

melaksanakan atau menyimpang dar ketentuan/
peraturan yang berlaku, maka ijjin ini sewaktu-waktu
dapat dicabut.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan:

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 1o - Aguskus 2007
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2. Sekretaris Duerah Kabupaten Pekalongan,
3. Ketua Dewan Pendidikun Kabupaten Pekalongan.



